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bahwa sehubungan dengan adanya Pegawai Negeri
Sipil yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj.,
yang berhak mendapatkan TPP Tambahan maka
beberapa ketentuan dalam = Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu
dilakukan penyesuaian,;

bahwa  berdasarkan  pertimbang
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
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tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam  Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir




dengan Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887)
sebagaimana telanh diubah dengan = Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ©6340j;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);
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dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja
Pegawai Negeri;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan
Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 652);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan
Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Tahun 2021
Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 1);

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan
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Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah

dengan Peraturan Bupati :

a.

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2022 Nomor 2);

Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2021

tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2022 Nomor 8);

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2023 Nomor 1);

diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Daerah.

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia yang selanjutnya disingkat
BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi urusarn penunjang
Pemerintahan Daerah dalam bidang kepegawaian
dan pengembangan sumber daya manusia yang
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Majalengka.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga negara Indonesia yang
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13.

14.

15.

16.

19.

20.

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat
SKP adalah rencana kerja dan target yang akan
dicapai oleh seorang Pegawai.

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya
disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan
setiap bulan oleh Pemerintah Daerah kepada
Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Perjanjian Kinerja yang selanjutnya adalah
pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan
bawahan untuk mewuudkan target Kkinerja
tertentu berdasarkan pada sumber daya yang
dimiliki instansi/unit kerja.

Penilaian Kinerja adalah penilaian yang
dilaksanakan secara periodik setiap bulan
terhadap hasil kerja yang dicapai oleh setiap
Pegawai pada organisasi/unit sesuai dengan SKP
dan Perilaku Kerja.

Absensi Online adalah aplikasi absensi berbasis
android yang yang berfungsi mengelola dan
menyajikan data kehadiran kerja dan aktivitas
kerja bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka yang dapat diakses secara
online sehingga dapat menyajikan informasi
untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam
Bidang Kepegawaian.

Sistem Informasi Rancangan Gawe Hade yang
selanjutnya disebut Si Rancage adalah aplikasi
penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan penilaian kinerja pegawai.

Kehadiran kerja adalah hadirnya pegawai di
tempat kerja untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya.

Remunerasi Hasil Kinerja berbasis elektronik
yang selanjutnya disingkat e-Raharja adalah
aplikasi yang memuat mekanisme pemberian TPP
secara elektronik yang terintegrasi.

Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai
untuk melaksanakan perintah tugas, masuk kerja
dan mentaati jam kerja sesuai kewajiban PNS.
Hukuman Disiplin adalah hukuman yang
dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar
peraturan Disiplin PNS.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Hari kerja efektif bulanan adalah jumlah hari
kerja setiap bulannya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah
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lainnya tentang uraian informasi mengenai harta
kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan,
pengeluaran dan data lainnya atas harta
kekayaan penyeienggaraan Negara.

21. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah
surat keputusan yang ditetapkan Bupati yang
mempunyai kekuatan hukum tetap tentang
pembebanan penggantian Kerugian
Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain.

23. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang
selanjutnya disebut insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan
atas kinerja tertentu dalam melaksanakan
pemungutan pajak dan retribusi.

24. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj adalah
penunjukan pejabat sementara di mana pejabat
yang ditunjuk tersebut setingkat atau satu
tingkat di bawah level jabatan tersebut.

25. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut PIlt
adalah Pelaksana Tugas yang melaksanakan
tugas rutin dari pejabat definitif yang
berhalangan tetap.

26. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh
adalah Pelaksana Harian yang melaksanakan
tugas rutin dari pejabat definitif yang
berhalangan sementara;

Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 {satu) Pasal,
yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A
(1) Pegawai yang mendapatkan tugas tambahan
selaku Plt. atau Plh. atau Pj. dapat diberikan TPP
tambahan.
(2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. menduduki jabatan PIt. atau Plh. atau Pj.
paling singkat selama 1 (satu) bulan

kalender;

b. TPP tambahan dibayarkan terhitung sejak
tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau
P

c. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. atau
Pj. dalam jabatan satu tingkat di bawah
jabatan definitif, mendapat TPP tambahan
sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP
jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. pada
jabatan yang dirangkapnya;

d. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. atau
Pj. dalam jabatan yang setingkat dengan



jabatan definitif, mendapat TPP yang lebih
tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari
TPP vyang lebih rendah pada jabatan
definitifnya atau jabatan yang dirangkapnya;
dan

e. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. atau
Pj. dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan
definitif, hanya mendapat TPP pada jabatan
tertinggi.

3. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu)

pasal, yaitu Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A
Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8A, mulai berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2024,

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Majalengka.

Ditelapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Oktober 2024

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 21
Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

NOMON RUKMAN, 5.H., M.H.

NIP 19751231 200501 1 031






